
 
 

 
 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 3 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS  
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

Menimbang: a. bahwa untuk memberikan pelindungan dan pemenuhan 
hak bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk 

pemenuhan dan tanggung jawab negara  terhadap hak 
asasi manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

 b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara penyandang disabilitas belum sepenuhnya 

mendapatkan hak dan kesempatan yang setara; 

 c. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pelindungan 
dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas 

diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan 
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang  

Penetapan  Undang-Undang Darurat   Nomor 3 Tahun   
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor  72, Tambahan Lembaran Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

SALINAN 
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5571); 

 5. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang 
Pemerintahan Daerah   (Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran   
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang 
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6368); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republi Indonesia Nomor 6178); 

 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 

tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang 
Dengan Gangguan Jiwa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 14); 

 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

dan 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN 

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud  dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Desa. 

6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Hulu Sungai 
Utara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial dan 

kesehatan. 

7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan 

fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama 
yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan 
dan kesulitan untuk  berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan 

warga negara lainnya berdasarkan  kesamaan hak. 

8. Hak dan kesempatan setara adalah keadaan yang memberikan peluang 

dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk 
menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara 

dan masyarakat. 

9. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan 

Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan 

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 
manusia. 

10. Pelindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan memberikan 
kemudahan bagi Penyandang Disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan 
diskriminasi. 

11. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan 
Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa 

berkurang. 

12. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, 
melaksanakan,dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. 

13. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, 
melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. 

14. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang 
Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi 

sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau 
kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri. 

15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang 

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 
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16. Masyarakat adalah masyarakat Daerah. 

17. Peran serta Masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam 
upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. 

18. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan Disabilitas 
yang disandang seseorang.  

19. Koordinasi adalah suatu bentuk kerjasama antara Bupati/Pemerintah 

Daerah dengan badan hukum dan/atau badan usaha serta lembaga 
sosial lainnya terkait Perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas. 

20. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara. 

21. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen 
sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, 

jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung 
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

22. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan 

yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki 
kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 

untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan 
pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 

23. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian 
Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 

24. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, 

atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar 
upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

25. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 
guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

26. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga 
yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang 

Disabilitas. 

27. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, 

memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, 
produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan 

dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau 
pekerjaan. 

28. Kewirausahaan adalah kemampuan Penyandang Disabilitas dalam 

menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, 
menciptakan serta meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan 

pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan. 

29. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan 

atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para 
anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi 
aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya 

sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. 

30. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 
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31. Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan 

untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, 
preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah dan/atau masyarakat. 

32. Tanda atau Sinyal adalah alat untuk aksesibilitas bagi Penyandang 
Disabilitas. 

33. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada 
Penyandang Disabilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan 

atau pelayanan kesehatan. 

34. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara 

konstitusional maupun nonkonstitusional. 

35. Pemilihan Umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan 
politik tertentu.  

36. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar 
ekonomi/material, spiritual, dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat 

hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya. 

37. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri 
untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas dan masyarakat mampu 
melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan 

masyarakat. 

38. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan 

terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar Penyandang 
Disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam 

hidup bermasyarakat. 

39. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan 
terpadu melalui tindakan medik agar Penyandang Disabilitas dapat 

mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin. 

40. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh 

rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

41. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan 

sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang 
dibentuk oleh masyarakat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. 

42. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk 

menjadikan Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah sosial agar 
dapat mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan 

dasarnya. 

43. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk 

mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. 

44. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang 
Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka 

dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. 

45. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang 

Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. 

46. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan 

diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak 
asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk 
Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. 

47. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan 



6 

 

 

PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.3 TTG 

HAK PENYANDANG DISABILITAS 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelengara pelayanan publik. 

48. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan 
kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 
pencegahan bencana, tanggap darurat dan Rehabilitasi. 

49. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, 
pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau 

berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, 
atau pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas. 

50. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada 
Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. 

51. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah 

orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan 
yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau 

perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan 
penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai 
manusia. 

52. Pemasungan adalah segala bentuk pembatasan gerak ODGJ oleh 
keluarga atau masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kebebasan 

ODGJ, termasuk hilangnya hak atas pelayanan kesehatan untuk 
membantu pemulihan. 

53. Penanggulangan Pemasungan adalah upaya pencegahan, penanganan, 
dan rehabilitasi bagi ODGJ dalam rangka penghapusan Pemasungan. 

54. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat 

berkembang secara fisik, mental, spiritual, dansosial sehingga individu 
tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat 

bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk 
komunitasnya. 

55. Daycare adalah pelayanan di fasilitas pelayanan yang terintegrasi dengan 
layanan kesehatan, atau fasilitas pelayanan berbasis masyarakat berupa 
pelayanan berkala dan berkelanjutan dimana ODGJ bisa mengaksesnya 

untuk satu hari saja. 

56. Homecare adalah salah satu tindakan perawatan ODGJ yang dilakukan 

petugas kesehatan beserta lintas sektor terkait di rumah ketika situasi 
tidak memungkinkan dirawat di fasilitas kesehatan.  

57. Homevisite adalah kunjungan petugas kesehatan dan lintas sektor ke 
rumah ODGJ terkait upaya deteksi dini dan pendataan. 

58. Residensial adalah pelayanan di fasilitas pelayanan di luar sektor 

kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat berupa pelayanan 
berkelanjutan dimana ODGJ tinggal/menginap dalam jangka waktu yang 

sudah ditentukan. 

59. Okupasional adalah serangkaian pemeriksaan dan upaya yang dilakukan 

untuk mengembangkan, memulihkan, atau mempertahankan berbagai 
aktivitas yang bermakna termasuk mengembalikan fungsi pekerjaan 
seseorang.  

60. Vokasional adalah  suatu bagian dari kegiatan okupasional yang 
berkaitan dengan upaya pemberian keterampilan kepada penerima 

pelayanan agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif. 
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61. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan 
Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara 

secara minimal. 
 

BAB II 

PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS 

Pasal 2 

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan: 

a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak 

asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara 
penuh dan setara; 

b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan 

hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas; 

c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih 

berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; 

d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, 

pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi 
manusia; dan 

e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, 

dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri 
serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang 

dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, 
aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, 

bernegara, dan bermasyarakat. 

Pasal 3 

(1) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelindungan dan 

pemenuhan hak kepada Penyandang Disabilitas. 

(2) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

beberapa Ragam: 
a. Penyandang Disabilitas Fisik; 

b. Penyandang Disabilitas Intelektual; 

c. Penyandang Disabilitas Mental;dan/atau 

d. Penyandang Disabilitas Sensorik; 

(3) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu 
lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 

Pelindungan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (1) dalam bentuk: 
a. pendampingan; dan  

b. sosialisasi 
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Pasal 5 

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan:  
a. di dalam pengadilan; dan 

b. di luar pengadilan. 

(2) Pendampingan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf a dalam bentuk: 

a. memberikan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap 
pemeriksaan di lembaga penegak hukum baik secara perdata 

dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan; dan 

b. menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan 
penyandang disabilitas yang berhadapan dengan masalah  hukum. 

(3) Pendampingan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf b dalam bentuk: 

a. memberikan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas untuk 

bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat, dan bernegara; dan 

b. memberikan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dalam 
menghadapi segala bentuk kekerasaan fisik, psikis, ekonomi, dan 
seksual. 

Pasal 6 

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan 

kepada: 
a. masyarakat; dan  

b. aparatur sipil negara. 

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pencegahan; 

b. pengenalan tindak pidana; dan  
c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. 

(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas 
dan bagian hukum. 

(4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pesertanya 
masyarakat dapat bekerjasama dengan Pemerintah Desa. 

Pasal 7 

Pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) berasaskan: 

a. penghormatan terhadap martabat; 
b. otonomi individu; 

c. tanpa diskriminasi; 
d. partisipasi penuh; 
e. keragaman manusia dan kemanusiaan; 

f. kesamaan kesempatan; 
g. kesetaraan; 

h. aksesibilitas; 
i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; 

j. inklusif; dan 
k. perlakuan khusus dan pelindungan lebih. 
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BAB III 

HAK PENYANDANG DISABILITAS 
Bagian Kesatu 

Hak 

Pasal 8 

(1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara 

yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan 
martabatnya. 

(2) Penyandang disabilitas memiliki hak: 
a. hidup; 

b. bebas dari stigma; 
c. privasi; 
d. keadilan dan perlindungan hukum; 

e. pendidikan; 
f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; 

g. kesehatan; 
h. politik; 

i. keagamaan; 
j. keolahragaan; 
k. kebudayaan dan pariwisata; 

l. kesejahteraan sosial; 
m. aksesibilitas; 

n. pelayanan publik; 
o. pelindungan dari bencana; 

p. habilitasi dan rehabilitasi; 
q. konsesi; 
r. pendataan; 

s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; 
t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; 

u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan 
v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan 

eksploitasi. 

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
perempuan dengan disabilitas memiliki hak: 

a. atas kesehatan reproduksi; 
b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; 

c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; 
dan 

d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, 
termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. 

(4) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

anak penyandang disabilitas memiliki hak: 

a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, 

pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; 

b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga 

pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; 

c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; 

d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak 

anak; 

e. pemenuhan kebutuhan khusus; 
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f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi 

sosial dan pengembangan individu; dan 

g. mendapatkan pendampingan sosial. 

Pasal 9 

Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan untuk pelindungan dan 
pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas diselaraskan dengan 

program/kegiatan Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan daerah 
berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas. 

 
Bagian Kedua 

Pelaksanaan 
Paragraf 1 

Umum 

 
Pasal 10 

(1) Pelaksanaan pemberian hak bagi disabilitas di Daerah sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah. 

(2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang: 
a. pendidikan; 
b. ketenagakerjaan dan lapangan kerja; 

c. kesehatan; 
d. sosial; 

e. politik; 
f. hukum; 

g. aksesibilitas; 
h. penanggulangan resiko bencana; 
i. tempat tinggal; 

j. pendataan; 
k. seni, budaya, pariwisata, dan olahraga; dan 

l. bebas dari kekerasan terhadap penyandang disabilitas. 

 

Paragraf 2 
Pendidikan 

Pasal 11 

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk 
memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang 

pendidikan tanpa diskriminasi. 

Pasal 12 

(1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang 
disabilitas melalui penyediaan: 
a. sarana dan prasarana belajar mengajar; 

b. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi dalam 
bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara 

memperlakukan peserta didik dengan disabilitas; 
c. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta 

didik dengan disabilitas; 
d. layanan pendidikan dasar. 
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(2) Jumlah tenaga yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam 
disabilitas. 

Pasal 13 

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem pendidikan inklusif. 

Pasal 14 

(1) Pemerintah daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan inklusif 

pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah 
pertama. 

(2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. 

(3) Pendidikan inklusif diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) unit di setiap 

kecamatan. 

(4) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan 
inklusif. 

Pasal 15 

(1) Pemerintah daerah memberikan fasilitasi sesuai dengan kebutuhan bagi 
satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). 

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: 
a. kelompok kerja pendidikan inklusif; 

b. kelompok kerja organisasi profesi; 
c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau 

d. lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

(3) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi; 

b. penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi,intervensi, 
kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau 

c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, 
penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana 

yang aksesibel. 
 

Pasal 16 

Penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan informasi kepada 
masyarakat mengenai sistem pendidikan inklusi. 

Pasal 17 

(1) Untuk menjamin terpenuhinya sarana dan prasarana belajar-mengajar 

yang aksesibel serta akomodasi yang layak, penyelenggara pendidikan 
wajib melibatkan orang tua dari siswa dengan disabilitas dalam Komite 
Sekolah. 

(2) Penyelenggara pendidikan dilarang untuk mempergunakan dana 
pendidikan inklusi selain untuk pendidikan siswa dengan disabilitas. 
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Pasal 18 

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang 
pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai 

sistem pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, keluarganya, dan 
masyarakat. 

Paragraf 3 

Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja 

Pasal 19 

(1) Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk bekerja di sektor negara, 
swasta dan/ atau masyarakat tanpa diskriminasi atas dasar 

kedisabilitasan. 

(2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara 
untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang 

layak. 

Pasal 20 

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang 
ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan dan menyebarluaskan 

informasi mengenai potensi sumberdaya manusia penyandang disabilitas 
dan informasi mengenai lapangan pekerjaan. 

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 

mengenai: 
a. jumlah penyandang disabilitas usia kerja; 

b. ragam disabilitas; dan 
c. kompetensinya. 

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu 
diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh penyandang 
disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situs resmi. 

Pasal 21 

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang 

ketenagakerjaan berkewajiban meyelenggarakan bursa kerja yang 
aksesibel. 

(2) Informasi mengenai penyelenggaraan bursa kerja disebarluaskan kepada 
penyandang disabilitas melalui media cetak, elektronik, media lainnya 
yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. 

Pasal 22 

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang 

ketenagakerjaan berkewajiban: 

a. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan 

penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas; 

b. mengoordinasikan proses rekruitmen tenaga kerja penyandang disabilitas; 
dan 

c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi penyandang disabilitas. 
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Pasal 23 

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang 
ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi 

dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada 
pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. 

Pasal 24 

Pemerintah daerah, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah 
berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan 

kebutuhan tenaga kerja dengan disabilitas. 

Pasal 25 

(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan 
mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan 
kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu. 

(2) Jenis pelatihan kerja yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan 
kebutuhan pasar. 

(3) Pelatihan kerja yang dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh: 

a. pemerintah daerah; 

b. penyelenggara rehabilitasi sosial; 

c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan 

d. perusahaan pengguna tenaga kerja dengan disabilitas. 

Pasal 26 

Penyandang disabilitas dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) bersama dengan peserta non disabilitas 
dalam lingkungan pelatihan dan cara yang aksesibel. 

Pasal 27 

Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) 
huruf b, huruf c, dan huruf d adalah lembaga yang telah terdaftar pada 

Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 28 

(1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

ayat (3) berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti 
kelulusan dan kesetaraan. 

(2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat 

tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas. 

Pasal 29 

(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan pendampingan pasca 
pelatihan kerja terhadap pelaksanaan dan hasil pelatihan kerja. 

(2) Dalam melakukan monitoring, Pemerintah Daerah dapat berkerja sama 
dengan unit layanan disabilitas dan/atau Organisasi Disabilitas. 
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Pasal 30 

(1) Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas 
paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah seluruh pegawai atau 

pekerjanya. 

(2) Perusahaan swasta di daerah wajib mempekerjakan penyandang 
disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah seluruh pegawai 

atau pekerjanya. 

Pasal 31 

Kewajiban Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan apabila telah mempunyai 

karyawan paling sedikit 100 (seratus) orang. 

Pasal 32 

(1) Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib menyediakan 

akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja 
Penyandang Disabilitas. 

(2) Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib membuka 
mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas. 

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban mensosialisasikan penyediaan 
akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja 

Penyandang Disabilitas. 

Pasal 33 

(1) Pemerintah Daerah, perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta 

yang mempekerjakan tenaga kerja dengan disabilitas berkewajiban: 

a. menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kondisi 

lingkungan kerja yang aman dan sehat; 

b. memberikan perlakuan yang setara kepada tenaga kerja dengan 

disabilitas, termasuk dalam hal pemberian upah bagi tenaga kerja 
dengan disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan; dan 

c. memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan 

sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja dengan disabilitas. 

(2) Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta 

berkonsultasi dengan unit layanan disabilitas Kabupaten dan/atau 
organisasi disabilitas dalam penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang 

layak, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat. 

Pasal 34 

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang 

ketenagakerjaan berkewajiban melakukan mediasi apabila terjadi pemutusan 
hubungan kerja secara sepihak atas dasar kedisabilitasan. 

Pasal 35 

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan/ 

pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas. 
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(2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keringanan 

pajak.  
 

Pasal 36 

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang 
ketenagakerjaan, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di Daerah 

berkewajiban memberikan pelindungan dan perlakuan yang setara dalam 
pemberian upah bagi tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai dengan 

persyaratan pengupahan. 

Pasal 37 

Pemerintah Daerah, perusahaan daerah dan perusahaan swasta wajib 
memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja 
kepada setiap tenaga kerja penyandang disabilitas. 

Pasal 38 

(1) Pemerintah daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga 

kerja penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif 
dan berkelanjutan. 

(2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang 
ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian 
perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan: 

a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang 

disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; 
dan/atau 

b. mengikutsertakan pengusaha dengan disabilitas dalam pameran 
produk. 

Pasal 39 

Pemerintah daerah memfasilitasi pelaku usaha mandiri penyandang 
disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam 

mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau 
lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun 

swasta. 
 
 

Paragraf 4 
Kesehatan 

Pasal 40 

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang 

bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang 
disabilitas. 

Pasal 41 

Penyandang disabilitas tidak dapat diartikan sebagai individu yang tidak sehat 
jasmani dan rohani. 
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Pasal 42 

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan 
yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang 

disabilitas yang memerlukan. 

Pasal 43 

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada 

prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan berkualitas. 

Pasal 44 

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi: 
a. promotif; 

b. preventif; 
c. kuratif; dan 
d. rehabilitatif. 

Pasal 45 

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi: 
a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas; 

b. penyebarluasan informasi tentang pencegahanpenyakit; 
c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas; dan 
d. penyuluhan tentang masalah kesehatan umum. 

Pasal 46 

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu 
masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dengan 

menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta 
masyarakat. 

Pasal 47 

(1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan melalui pemberian 

pelayanan kesehatan dan pengobatan. 

(2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilakukan melalui fasilitas kesehatan yang tersedia. 

(3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas. 

(4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilakukan dengan standar pelayanan yang berkualitas dan adanya 

dukungan keluarga dan masyarakat. 

Pasal 48 

(1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan 
melalui home care di pusat kesehatan masyarakat sesuai dengan 
indikasi medis. 
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(2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah 

dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis. 

(3) Rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan 
badan penjamin. 

Pasal 49 

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 huruf d didukung dengan peran serta penuh dari 

keluarga dan masyarakat. 

Pasal 50 

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat 
dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi 
penyandang disabilitas. 

Pasal 51 

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan 

swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. 

Pasal 52 

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, 
meliputi: 

a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar 

yang diberikan oleh pusat kesehatan masyarakat klinik pratama dan dokter 
praktik perorangan; 

b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan 
spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah kelas C dan 

kelas D; dan 

c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub 
spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B. 

Pasal 53 

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk 

mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari Perangkat Daerah 
dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan. 

 
Pasal 54 

(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang berkualitas. 

(2) Penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak 

mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan 
yang berlaku. 

(3) Penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dijamin dengan jaminan kesehatan khusus 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 55 

(1) Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 
(3) meliputi kebutuhan khusus penyandang disabilitas. 

(2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disesuaikan dengan indikasi medis. 

Pasal 56 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Paragraf 5 

Sosial 

Pasal 57 

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk 

mendapatkan: 
a. rehabilitasi sosial; 

b. jaminan sosial; 
c. pemberdayaan sosial; dan 

d. pelindungan sosial. 

(2) Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan 
Pelindungan sosial dilaksanakan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah 

yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial. 

Pasal 58 

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a 
dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui: 

a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas; 

b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas 
penyandang disabilitas; dan 

c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan 
partisipasi sosial penyandang disabilitas. 

Pasal 59 

(1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas. 

(2) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung 
berkelanjutan.  

Pasal 60 

(1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) 

huruf c diarahkan untuk mengembangkan kemandirian penyandang 
disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga 

masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya. 

(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
melalui peningkatan kemampuan penyandang disabilitas, pemberdayaan 
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komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi penyandang 

disabilitas. 

(3) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang sosial 

mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan 
sosial. 

Pasal 61 

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) 
dilakukan dalam bentuk: 

a. pemberian motivasi; 
b. pelatihan keterampilan; 

c. pendampingan; dan 
d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha. 

Pasal 62 

(1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf 
d, dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan 

dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya 
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar. 

(2) Pelindungan sosial dilaksanakan melalui: 
a. bantuan sosial; dan 
b. bantuan hukum. 

(3) Pelindungan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 63 

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok 

dan fungsi di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan 
penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan 
pelindungan sosial bagi penyandang disabilitas. 

 
Paragraf 6 

Politik 

Pasal 64 

(1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara 
dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, 
pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau 

melalui bahasa isyarat. 

(2) Dalam kehidupan politik penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak 

dan kesempatan untuk dipilih dan memilih. 

Pasal 65 

(1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, 
terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas 
termasuk sosialisasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang 

aksesibel dan penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel. 
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(2) Pemerintah daerah memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, 

teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum 
yang aksesibel. 

Pasal 66 

(1) Penyandang disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam 
organisasi tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas. 

(2) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pendampingan organisasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan. 

Pasal 67 

Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi penyandang disabilitas untuk: 

a. berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada 
tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat daerah; dan 

b. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan. 

Pasal 68 

(1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, 

terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas. 

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk 
mendapatkan informasi, aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, 

dan/atau asistensi dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai 
dengan ragam disabilitas dan kebutuhannya. 

Pasal 69 

Penyandang disabilitas berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara 

yang aksesibel. 

Pasal 70 

(1) Bentuk aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan/atau asistensi yang 

dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), antara lain berupa: 

a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan 

disabilitas; 

b. penyediaan interpreter bahasa isyarat; 

c. penyediaan template (alat bantu coblos untuk tunanetra); 

d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan 

e. penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi penyandang 

disabilitas yang terkendala mobilitas. 

(2) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelatihan kepada 

penyelenggara pemilihan umum, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala 
desa atau nama lain tentang tata cara pemeberian layanan penyandang 

disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. 

(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum 

Daerah. 
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Paragraf 7 

Hukum 

Pasal 71 

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang setara di 
hadapan hukum. 

Pasal 72 

(1) Pemerintah daerah memfasilitasi pelayanan bagi penyandang disabilitas 
yang terlibat permasalahan hukum. 

(2) Pemerintah daerah menyediakan pendamping yang mampu 
berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang terlibat 

permasalahan hukum/mengerti bahasa isyarat untuk penyandang 
disabilitas dengan gangguan pendengaran dan/atau gangguan bicara 
yang berhadapan dengan hukum. 

Paragraf 8 
Aksesibilitas 

Pasal 73 

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi 

pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. 

(2) Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, 

keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian 
dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas 

umum. 

Pasal 74 

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) meliputi: 
a. aksesibilitas fisik; dan 
b. aksesibilitas nonfisik. 

Pasal 75 

Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi 

aksesibilitas pada: 
a. bangunan umum; 

b. fasilitas umum; 
c. sarana lalu lintas; dan 
d. angkutan umum. 

Pasal 76 

Aksesibilitas nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi 

kemudahan dalam pelayanan: 
a. informasi; dan 

b. khusus. 

Pasal 77 

Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a merupakan 

bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam 
maupun di luar bangunan. 
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Pasal 78 

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b merupakan 
fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum. 

Pasal 79 

Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c merupakan 
jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa: 

a. rambu lalu lintas; 
b. marka jalan; 

c. trotoar; 
d. alat pemberi isyarat lalu lintas; 

e. alat penerangan jalan; 
f. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; 
g. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan 

h. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas. 

Pasal 80 

(1) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d 
merupakan pelayanan jasa berupa: 

a. trasportasi darat ; dan 
b. transportasi air / sungai. 

(2) Transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 

dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal 81 

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a berupa 
upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

penyandang disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas 
yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan 
angkutan umum. 

Pasal 82 

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b berupa 

bantuan yang diupayakan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang 
sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, 

menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, 
sarana komunikasi dan angkutan umum. 

 

Paragraf 9 
Penanggulangan Risiko Bencana 

Pasal 83 

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam 

setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi: 
a. pra bencana; 
b. tanggap darurat; dan 

c. pasca bencana. 
Pasal 84 

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas 
prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses 

penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya. 
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Pasal 85 

(1) Perangkat Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di 
bidang penanggulangan bencana mengadakan pelatihan dan simulasi 

penyelamatan penyandang disabilitas dalam situasi darurat kepada 
masyarakat. 

(2) Pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) juga diberikan kepada setiap penyandang disabilitas. 

Pasal 86 

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang 
penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk 

standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi 
darurat yang memberikan pelindungan khusus bagi penyandang 
disabilitas. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 87 

Penyelenggaraan tanggap darurat merupakan upaya pelindungan terhadap 

penyandang disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa 
penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan 
pemenuhan kebutuhan dasar. 

Pasal 88 

Upaya pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilaksanakan oleh 

instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Perangkat 
Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana 

dengan pola pendampingan dan fasilitasi. 

Pasal 89 

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan 

bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada 
lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara. 

Pasal 90 

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan 

bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada 
penyandang disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 10 

Tempat Tinggal 

Pasal 91 

(1) Setiap penyandang disabilitas berhak memiliki tempat tinggal yang layak 
dan aksesibel. 

(2) Pemerintah daerah memfasilitasi akses kepada penyandang disabilitas 

dalam memperoleh tempat tinggal yang layak. 
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Paragraf 11 

Pendataan 

Pasal 92 

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang 
pendataan berkewajiban untuk menghimpun informasi yang tepat, 
termasuk statistik dan data yang memungkinkan pemerintah daerah 

untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan bagi penyandang 
disabilitas. 

(2) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menghimpun data penyandang 
disabilitas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. 

(3) Proses dari pengumpulan dan pengolahan informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus: 

a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi penyandang 
disabilitas; dan 

c. sesuai prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan 
data statistik. 

(4) Informasi yang dihimpun sebagaimana diatur pada ayat (1) harus: 

a. berguna untuk membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; 
dan 

b. dapat mengidentifikasikan serta mengatasi hambatan yang dihadapi 
oleh penyandang disabilitas mereka secara terperinci dan terpisah 

sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan hak-hak. 

(5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dan 

penyebarluasan data statistik dari kegiatan pengumpulan data 
Penyandang Disabilitas. 

 

Paragraf 12 
Seni, Budaya, Pariwisata, dan Olahraga 

Pasal 93 

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 

melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya, pariwisata, dan olahraga 
yang aksesibel. 

Pasal 94 

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, 
budaya dan olahraga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan 

seni, budaya dan olahraga bagi penyandang disabilitas. 

Pasal 95 

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi penyandang 
disabilitas yang berprestasi. 

(2) Penghargaan kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus setara dengan penghargaan sejenis yang diberikan. 
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Paragraf 13 

Bebas Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas 

Pasal 96 

(1) Pemerintah Daerah menjamin penyandang disabilitas terbebas dari 
segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. 

(2) Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga masyarakat dan masyarakat 

berkewajiban melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi 
dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas. 

Pasal 97 

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) meliputi: 

a. membuat dan menyusun program dan anggaran pencegahan terjadinya 
kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas 
di internal dan lingkungan pemerintah, korporasi dan lembaga 

masyarakat; 

b. mensosialisasikan dan melaksanakan program pencegahan terjadinya 

kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas 
kepada masyarakat; dan 

c. pemantauan keamanan terhadap lingkungan di mana penyandang 
disabilitas beraktifitas dan/atau bertempat tinggal. 

Pasal 98 

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan dan dukungan 
penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan 

eksploitasi. 

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan rehabilitasi kepada 

penyandang disabilitas yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan, 
diskriminasi dan eksploitasi. 

Pasal 99 

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) merupakan upaya 
untuk pemulihan kondisi korban dan memperbaiki perilaku pelaku melalui 

penyediaan jasa pendidikan, kerohanian, hukum, medis, psikologis, psikiatris 
dan/atau psiko-sosial. 

Pasal 100 

Setelah dilakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), 
Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat berkewajiban memberikan 

dukungan proses reintegrasi korban maupun pelaku kekerasan agar dapat 
diterima kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan 

 

BAB IV 

BANTUAN SOSIAL 

Pasal 101 

Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas guna 

meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian. 
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Pasal 102 

Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 101 dapat berupa bantuan: 

a. materiil; 
b. fasilitas pelayanan; dan 
c. informasi. 

Pasal 103 

(1) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-

lembaga masyarakat secara terpadu. 

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 
pokok dan fungsi di bidang sosial. 

(3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

berdasarkan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB V 

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS 

Pasal 104 

(1) Pemerintah Daerah mengarusutamakan penyandang disabilitas dalam 

pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan pembangunan. 

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dalam rangka 
penghormatan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak 

penyandang disabilitas. 

(3) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan hak-hak penyandang 
disabilitas kepada: 

a. seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah; 
b. penyelenggara pelayanan publik; 

c. Pemerintah Desa; 
d. pelaku usaha; 

e. penyandang disabilitas; dan 
f. keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas dan masyarakat. 

 

BAB VI 
UNIT LAYANAN PENYANDANG DISABILITAS 

Pasal 105 

(1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan pelindungan dan 

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Daerah dilaksanakan 
melalui unit layanan penyandang disabilitas. 

(2) Unit layanan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibentuk dengan Keputusan Bupati. 
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(3) Susunan keanggotaan Unit Layanan Penyandang Disabilitas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur: 
a. pemerintah daerah; 

b. penegak hukum; 
c. unsur organisasi penyandang disabilitas; 
d. lembaga swadaya masyarakat; 

e. dunia usaha; dan 
f. unsur masyarakat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit layanan penyandang disabilitas 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 106 

(1) Unit layanan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
105 ayat (1) mempunyai fungsi: 

a. mediasi komunikasi dan informasi dari penyandang disabilitas kepada 
Pemerintah Daerah atau sebaliknya; 

b. menerima pengaduan penyandang disabilitas yang mengalami kasus-
kasus diskriminasi; dan 

c. menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas. 

(2) Unit layanan penyandang disabilitas mempunyai tugas: 

a. mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, 

keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan 
peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas; 

b. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta 
mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi; 

c. menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada pihak-pihak 
terkait; dan 

d. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya 

mengembangkan program-program yang berkaitan dengan 
pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. 

Pasal 107 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya unit layanan penyandang disabilitas 

berkoordinasi dengan unit layanan penyandang disabilitas Provinsi 
Kalimantan Selatan. 

(2) Unit layanan penyandang disabilitas melaporkan hasil pelaksanaan 

kegiatan kepada Bupati. 

 

BAB VII 
PENANGGULANGAN PEMASUNGAN PADA ODGJ 

Pasal 108 

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan 
Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ secara komprehensif dan 

berkesinambungan untuk mencapai penghapusan Pemasungan. 
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(2) Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat. 

(3) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi dan integrasi dengan lintas 
program dan lintas sektor. 

Pasal 109 

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ Pemerintah 
Daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:  

a. menetapkan kebijakan pelaksanaan Penanggulangan Pemasungan ODGJ;  

b. melakukan koordinasi dan jejaring kerja dengan Satuan Kerja Pemerintah 

Daerah (SKPD) terkait serta melakukan kemitraan dengan lembaga 
swadaya masyarakat maupun akademisi yang relevan;  

c. melakukan bimbingan teknis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

dalam mengimplementasikan kebijakan dan percepatan pencapaian 
tujuan Penanggulangan Pemasungan ODGJ;  

d. melakukan pemetaan terhadap masalah Pemasungan;  

e. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang Kesehatan 

Jiwa;  

f. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana termasuk obat dan alat 
kesehatan yang diperlukan;  

g. menjamin ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat primer dan 
rujukan dalam melakukan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ 

sesuai dengan kemampuan;  

h. menyediakan dukungan pembiayaan;  

i. mengimplementasikan sistem data dan informasi; dan  

j. melakukan pemantauan dan evaluasi.  

Pasal 110 

(1) Penanggulangan Pemasungan dilakukan melalui: 
a. pencegahan Pemasungan; 

b. penanganan Pemasungan; dan 
c. Rehabilitasi. 

(2) Penanggulangan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap ODGJ, keluarga, dan masyarakat. 

(3) Penanggulangan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara bersinergi dengan lintas program melalui 
pendekatan keluarga. 

Pasal 111 

(1) Pencegahan Pemasungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat 

(1) huruf a ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODGJ 
sehingga dapat berfungsi optimal baik bagi diri sendiri, keluarga, dan 
masyarakat. 

(2) Pencegahan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku-
kan melalui kegiatan: 

a. advokasi dan sosialisasi; 
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b. fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan; 

c. penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan 
terjangkau; 

d. pemberian tata laksana untuk mengontrol gejala melalui terapi 
medikasi maupun non medikasi; dan 

e. pengembangan layanan rawat harian (day care). 

Pasal 112 

(1) Penanganan Pemasungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat 

(1) huruf b ditujukan untuk membebaskan ODGJ dari Pemasungan dan 
mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan haknya. 

(2) Penanganan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui kegiatan: 
a. advokasi dan sosialisasi;  

b. fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan; 
c. pemeriksaan dan tata laksana awal di komunitas; 

d. rujukan ke rumah sakit umum (RSU) atau rumah sakit jiwa (RSJ); 
e. kunjungan rumah (homevisit) atau layanan rumah (homecare); 

f. pengembangan layanan di tempat kediaman (residensial) termasuk 
layanan rawat harian (day care); dan 

g. pengembangan kapasitas tenaga kesehatan dan kader. 

Pasal 113 

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c 

ditujukan untuk mencegah terjadinya kembali praktik Pemasungan pada 
ODGJ dan pemberdayaan ODGJ dalam proses reintegrasi ke masyarakat 

serta peningkatan kualitas hidup.  

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

kegiatan:  
a. advokasi dan edukasi;  

b. fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan; 
c. penyediaan akses ke layanan kesehatan termasuk jaminan 

keberlanjutan terapi baik fisik maupun jiwa; 

d. tata laksana untuk mengontrol gejala melalui terapi medikasi dan non 
medikasi;  

e. kunjungan rumah (homevisit) atau layanan rumah (homecare); 
f. rehabilitasi vokasional dan okupasional; 

g. fasilitasi ODGJ dalam memperoleh modal usaha mandiri atau 
lapangan pekerjaan; 

h. pengembangan layanan di tempat kediaman (residensial) termasuk 

layanan rawat harian (day care);  
i.  pengembangan kelompok bantu diri serta organisasi konsumen dan 

keluarga; dan 
j.  fasilitasi proses kembali (reintegrasi) ke keluarga dan masyarakat. 

Pasal 114 

(1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah berkewajiban melakukan 

pencatatan dan pelaporan terhadap kegiatan Penanggulangan 
Pemasungan secara berkala. 

(2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi: 

a. identifikasi tindakan Pemasungan; 
b. proses perawatan; 
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c. tindak lanjut perawatan; dan 

d. hasil perawatan. 

(3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditujukan kepada dinas yang membidangi masalah kesehatan. 

(4) Dinas yang membidangi masalah kesehatan sebagaimana dimaksud ayat 
(3) melakukan kompilasi atas pelaporan yang disampaikan oleh fasilitas 

pelayanan kesehatan dan melakukan analisis untuk pengambilan 
kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke provinsi setiap                    

3 (tiga) bulan sekali. 

(5) Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas 

dapat melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa 
Masyarakat, 

(6) Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 

(5) dibentuk dengan Keputusan Bupati. 

 

BAB VIII 
PERAN SERTA MASYARAKAT  

DAN PEMERINTAH DESA 

Pasal 115 

(1) Masyarakat ikut berperan serta dalam perlindungan dan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas. 

(2) Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha 

dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat. 

Pasal 116 

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan 

hak-hak penyandang disabilitas dapat dilaksanakan melalui: 

a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah; 

b. pendidikan dan pelatihan; 

c. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; 

d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang 
disabilitas; 

e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi 

penyandang disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk 
meningkatkan kesejahteraan sosial; 

f. pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas; 

g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang 

disabilitas; 

h. pelibatan penyandang disabilitas dalam masyarakat; 

i. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan 

kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan Penanggulangan Pemasungan 
pada ODGJ. 

j. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau 



31 

 

 

PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.3 TTG 

HAK PENYANDANG DISABILITAS 

k. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan 

hak penyandang disabilitas. 

Pasal 117 

(1) Pemerintah Desa berperan serta dalam penyelenggaraan Pelindungan dan 
pemenuhan hak penyandang disabilitas . 

(2) Pemerintah Desa membuat dan menyusun program dan anggaran dalam 

penyelenggaraan Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang 
disabilitas di lingkungan pemerintah desa dan lembaga masyarakat desa. 

(3) Peran serta seperti yang dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan: 

a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah; 

b. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; 

c. membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; 

d. pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas; 

e. pemberdayaan penyandang disabilitas; 

f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang 

disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sesuai 
dengan kemampuan; 

g. pelibatan secara aktif penyandang disabilitas dalam kegiatan 
masyarakat dan Pemerintah Desa; dan 

h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan 

pemenuhan hak penyandang disabilitas; 

i. pendataan Penyandang Disabilitas di masing-masing desa. 

(4) Pemerintah Desa dapat membentuk lembaga khusus untuk penguatan 
hak-hak penyandang disabilitas. 

BAB IX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 118 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: 
a. pemberian pedoman dan arahan; 

b. supervisi; dan 
c. evaluasi. 

 

BAB X 
PENDANAAN 

Pasal 119 

(1) Pendanaan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: 
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan 
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. 

(2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 
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BAB XI 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 120 

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), 
Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, dikenakan sanksi administratif 

berupa: 
a. teguran lisan dan/atau tertulis; 

b. penghentian sementara kegiatan, baik sebagian atau seluruhnya; 
c. pembekuan izin; dan/atau 

d. pencabutan izin. 
 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 121 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. 
 

 

Ditetapkan di Amuntai 
pada tanggal 04 Februari 2021  

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 
              CAP/TTD 
 

       ABDUL WAHID HK 
Diundangkan di Amuntai 

pada tanggal 04 Februari 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
        HULU SUNGAI UTARA, 
 

CAP/TTD 
 

        MUHAMMAD TAUFIK 
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2021 NOMOR 3.- 

 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 3-12/2021). 
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 3 TAHUN 2021 
TENTANG 

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS  

 
 

I. UMUM 

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan sebagaimana dimuat di dalam pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak 

asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri 
manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan 

dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga pelindungan dan 
pemenuhan hak asasi manusia, khususnya penyandang disabilitas perlu 

ditingkatkan. Para penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum 
dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara 
Indonesia. Persoalan penting yang berkaitan dengan  penyandang 

disabilitas yakni masih hidup dalam kondisi terbelakang, dan/atau miskin 
disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan 

pengurangan atau penghilangan hak mereka. 
  

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal 
memenuhi hak warga negaranya dalam memberikan Pelindungan dan 
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dalam hal ini 

membuat peraturan daerah yang mengatur tentang Pelindungan dan 
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas  

 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup Jelas. 
Pasal 10 

Cukup jelas. 
Pasal 11 

Cukup jelas. 
Pasal 12 

Cukup jelas. 
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Pasal 13 

Cukup jelas. 
Pasal 14 

Cukup jelas. 
Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 
Pasal 20 

  Cukup jelas. 
Pasal 21 

Cukup jelas. 
Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 
Pasal 27 

Cukup jelas. 
Pasal 28 

Cukup jelas. 
Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 
Pasal 34 

Cukup jelas. 
Pasal 35 

Cukup jelas. 
Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup Jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 
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Pasal 42 

Cukup jelas. 
Pasal 43 

Cukup jelas. 
Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

Pasal 46 
Cukup jelas. 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 
Pasal 49 

  Cukup jelas. 
Pasal 50 

Cukup jelas. 
Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 
Pasal 56 

Cukup jelas. 
Pasal 57 

Cukup jelas. 
Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 
Cukup jelas. 

Pasal 60 
  Cukup jelas. 

Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 
Pasal 63 

Cukup jelas. 
Pasal 64 

Cukup jelas. 
Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 
Cukup jelas. 

Pasal 67 
Cukup jelas. 

Pasal 68 
Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 
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Pasal 70 

Cukup jelas. 
Pasal 71 

Cukup jelas. 
Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 
Cukup jelas. 

Pasal 74 
Cukup jelas. 

Pasal 75 
Cukup jelas. 

Pasal 76 

Cukup jelas. 
Pasal 77 

Cukup jelas. 
Pasal 78 

Cukup jelas. 
Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 
Cukup jelas. 

Pasal 81 
Cukup jelas. 

Pasal 82 
Cukup jelas. 

Pasal 83 

Cukup jelas. 
Pasal 84 

Cukup jelas. 
Pasal 85 

Cukup jelas. 
Pasal 86 

Cukup jelas. 

Pasal 87 
Cukup jelas. 

Pasal 88 
Cukup jelas. 

Pasal 89 
Cukup jelas. 

Pasal 90 

Cukup jelas. 
Pasal 91 

Cukup jelas. 
Pasal 92 

Cukup jelas. 
Pasal 93 

Cukup jelas. 

Pasal 94 
Cukup jelas. 

Pasal 95 
Cukup jelas. 

Pasal 96 
Cukup jelas. 

Pasal 97 

Cukup jelas. 
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Pasal 98 

Cukup jelas. 
Pasal 99 

Yang dimaksud dengan “psikiatri” adalah suatu cabang ilmu 
kedokteran yang mempelajari aspek kesehatan jiwa. 

Pasal 100 

Cukup jelas. 
Pasal 101 

Cukup jelas. 
Pasal 102 

Cukup jelas. 
Pasal 103 

Cukup jelas. 

Pasal 104 
Cukup jelas. 

Pasal 105 
Cukup jelas. 

Pasal 106 
Cukup jelas. 

Pasal 107 

Cukup jelas. 
Pasal 108 

Cukup jelas. 
Pasal 109 

Cukup jelas. 
Pasal 110 

Cukup jelas. 

Pasal 111 
Cukup jelas. 

Pasal 112 
Cukup jelas. 

Pasal 113 
Cukup jelas. 

Pasal 114 

Cukup jelas. 
Pasal 115 

Cukup jelas. 
Pasal 116 

Cukup jelas. 
Pasal 117 

Cukup jelas. 

Pasal 118 
Cukup jelas. 

Pasal 119 
Cukup jelas. 

Pasal 120 
Cukup jelas. 

Pasal 121 

Cukup jelas. 
 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 26 
 


